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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAM GUBERNUR KAL/MANTAN TIMUR
NCMOR 08 TAHUN 2009
TENTANC
TUGAS VWVENENANG WAKII. GUBERHNUDR KALIMANTAM TIMUR
DENG,AI RAHMAT TUHAN YA G MAHA ESA
GUBERNUR KALMANTAN TIMUR,

Menimbang @ a. bahwa daoiam enyelenggarakan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunon dan  pembinaan

kemasyarakatan,  Gubernur  dibantu  olen  Wakil
Gubernur,;

T

cahwa tuges wewve nang ‘Wakil Cuternur bardasarkan
pasal 26 Undang-i'ndang Nomor 32 Tohua 2004 jo
Uncang-Undang ['omor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintanan Doerah, perly dictur lebih larjut, yang
ditetcpkan denger Peraluran Guoernur Kalirnantan
Timur;

Mengingat 5o 1. Undang-Uncdarg Momor 25 Tohun 1956 tentang
Permbentukan  Daeruh-daerah Otonom  Provinsi
Kalirnartan Barad, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur [(Lermbcran Negaro Republik Indcnesia Tahun
1956 Nomor 45, Tansbahan Lembaran Negara Republik
indonesic Nomar 1 196);

2. Undang-Uncang nomrrar 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintanan Daelch (Lembaran Negura Repblic
Indonesia  Tahurr 2004 Nomor 125, lampanan
Lemparar Negara Rew . bl Indonesio Nemor 2437}
secagaimana veich divkaii terakhin dengan unceng-
Undena Slomar iz Tohun 2008 teniang Pervbenon
Kedua Atas Unczcr ¢-Undang Nomcor 32 Tahun 2004
ientang Pernarnizhan Deeroh (Lemboran Negora
Repuhklik Incdonesa Tahun 2008 Nomor 5%.Ta:nktahan
Lembaran Negara Repubii': Indonesia Nomor '4844);

3. Peraturan Pemarintal, Nomor 79 Tahun 2005 fentarg
Pedoman Pe nipinaan can Pengov/ascn
Penyelenggcrac.y Pemnerintah Dazron | Lembararn
Negara Republl dinaor esia Tahun 2005 Nomor 14§,
Tamobahan  Lemvaren  Negare Repubiic  inconesia
Normor 4590,

A, Peraturan Pemainion Nomer 33 Tahir 2007 Evicor.
Par.cagicn Lrusan Peneqrionan antaia Pemariniah,
Ramerintahan Duasrah Provinst, Pemerintaian Doerah
Kabuoman/iete Leriaran Negoara Repuk
Irdonesia Tanun 2007 Memor 32, Tambahan Lembaran
Neagora Reounl- Intonsan sMoemor 47571 '




1.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perang«at Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara iiepublik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiager: Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal
12 Desember 2008 tentang Pengangkatan
Drs. H. Awang lFaork Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid
Wadjdy, M.Pd sebazai Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur inasa Jabatan Tahun 2008-2013;

Peraturan Daerat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 tertang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi  Kalimecntan  Timur  [Lembaran® Daerah
Provinsi Kalimarntan Timur Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Prov'nsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur
(Lembaran Daerar 2rovinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 06, Tombahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tirnur Nomcr 31);

Peraturan Daeran Prcvinisi Kalimantan Timur Nomor 07
Tahun 2008 tenlarrg Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewar Perwakilan Rakyat Daeran Provinsi
Kalimantan  Timur  Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32);

. Peraturan Daerat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08

fahun 2008 tentang Crganisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Ralimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timwur Tahun 2008 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 33);

Peraturan Daerch Prov'nsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur  (Lzmbaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

Peraturan Daeran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2003 tentang Oryaisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur {Lembaran
Daerah Provinsi Kalimarit~n Timur Tahun 2008 Nomor 10,
Tarmr bahan Lernoaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nemor 35); '

Peraturan Daerah Provinsi Kolimantan Timur Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan
Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11,
Tampbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 36};
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MEMUT JSKAIN :

Menetapkan : PERATURAN GUBE:NUR TENTANG TUGAS WEWENANG

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

3AB 1
KETENTUAN UMUM

Peical 1

Dalom Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

I

2,

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur,

Pemerintahan Dacerah adaiah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan pinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsi> Negara Kesatuan Repuk'ik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repualik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah C.ubernur Kalimantan Timur.

Wakil Gubernur adalah 'Nakil Gubernur Kali yantan Timur.

Kabupaten/Kota adgalar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah

inon departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tfidak diserahkan
kepada Daerah, dalam rangka dekonsentrasi.

BAW I
TUGAS WEWENANC WAKIL GUBERNUR

Pascil 2

Tugas Wakil Gubernur terdiri atas:

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerch sesuai

dengan wewenangnya.

Membantu Gubernur dalam mengknordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah.

Menindaklanjuti loporan dan/ c<tau ‘emuan hasil pengawasan cparat
pengawasan,

Melaksanakan Pemberdayacn Perempuan dan Pemuda.

Berupaya mengembangkan dan meles:arkan social budaya dan lingkungan
hidup. :

Memantau dan mengevaluasi penyelengciraan Pemerintahan Kabupaten dan
Kota.

Melaksanakan tugas dan kewajiban pen.eriniahan lainnya yang diberikan oleh

Gubernur.
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Pasal 3

Tugas Wakil Gubernur sebcgaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Pembinaan mental spiritual dan kehiduoan keagamaan.

b. Penanggulangan bencana clam.

c Penanggulangan penyalohgunaan narkotik, obat terlarang, minuman keras,
kenakalan remaja, wanita tuna susiia dan gzlandangan.

d. Pembinaan Ketenagakerjaan.

e. Pembinaan kesejahieraan masyarckat, keschatan dan keluarga berencana.

f. Pembinaan Perdicikar dan Kebudayaan Senerasi Muda, Pramuka dan Olah
Raga.

g. Pembinaan kependucluk-in, pemukiman don nigkungan hidup.

h. Pembinaan Pemberdayaan Perempuaon dan Peranan Wanita.

i. Pembinaan pengentasan kemiskinan,

j. Pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Kerukunan
Masyarakat Kalimantan Timur [FKMKT) dan forum Ilainnya.

k. Menandatangani Keputusan Guberaur yang bersifat penetapan seperti
Pembentukan Kepanitiaan/Tim/Satuan Tugas dan lainnya yang masa berlakunya
tidak melebihi satu tahun anggaran

Paisal 4

¢
Tugas Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi langkah-
langkah perencanaan, pelaksanaarn, pengawasan dan pengenddlian sebagai
realisasi kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Dalam melaksanckan tugas sebagaim.ana cimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan
posal 4, Wakil Gubernur bertancgung jawab kzpada Gubernur.

BAR Il
BERHAL/ANG . N SEMENTARA

Fasal é

(1] Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur menugaskan Wakil
Gubernur untuk menjalankan tugas dan wewenang rutin Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan peruria-ing-undangan.

(2) Wakil Guberriur waijib melaporkan pelcksunaan tugas dan wewenang rutin
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada Gubernur,

(3) Ketentuan sebagjaimana dimaksud pada avat (1) tidak berlaku untuk tugos dan
wewenang yanqg bersifat kebijakan seria ersifat melekat pada jabatan
Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pas_al?
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiop orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Pebruari 2009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 08



